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WALIKOtA ITTI'IRI

PERATT'RAII WALIK( TA IITDIRI
rOUOR ,1. TAHI'II 2{,.Tz

TE,I|TAI|G
PErIGGTTIIAAIT AISGGARAIT PBilI'APATAIT I'AIT BEI"AITJA DAERAII

TAIII'il AffiX}ARAIT 2(,13

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang: a. batrwa memenuhi ketenhran pasal 187 ayat (L), Undang-
Undang Nomor 92 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 tahun 2OO5 tentang Penetapan Perahrran

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005

tentang Perubatran Undang-Undang Nomor 32 Tatrun 2OO4

tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang,
menyatakan apabiLa Denran Perrnrakilan Rakyat Daerah
(DPRD) sampai batas waktu yang ditetapkan tidak
mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daemh

terhadap Rancangan Ferattrran Daeratr tentang Arrgaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDI, Kepala Daerah
melaksanakan pengeltraran setinggi-tingginya sebesar angka

APBD Tahun Angaran sebelumnya untuk membiayai

keperluan sctiap bulan yang disusun dalam Rancangan

Peraturan Walikota Kediri tentang APBD;

b. bahwa berhubung sampai dengan tanggal 30 Nopember

2Ot2 DPRD Kota Kediri belum memberi persehrjuan

terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ytrry
telah dibahas, maka unhrk memperoleh persehrjuan

Gubernur Jawa Timr.rr guna melaksanakan pengeluaran

setinggi-tingginya se@aimana dimaksud pada hurlf a,
perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penggunaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
20L3.
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Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia;

Undang-Undang Nomor 16 Tatrun 1950 tentang

Pembenhrkan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Janna Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam

Daerah Istimewa Yoryakarta ( Berita Negara Republik

Indonesia Tatrun 1950 Nomor aS l ;
Undang-Undang Nomor 12 Tatrun 1985 tentang Pajah Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 33121 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tatrun L994 (Iembaran Negara

Republik Indonesia Tatrun L994 Nomor 62, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569h

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Kompsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negam. Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Iembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 385U;

Undang-Undang Nomor 17 Tatrun 2003 tentang Keuangan

Negara (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg

Nomor 47, Tamba}aan Iembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a2861;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara {kmbaran Negara Republik

Indonesia Tatrun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tatrun 2OO4 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

(Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor

66, Tambaltan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

aao0);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2@4 Nomor lO4, Tambahan

Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 442t1;

2.

3.

4.

5.

7.
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g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO4 Nomor L25, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana telah diubah
beber:apa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2OOg (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO8 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Repuplik

Indonesia Nomor a$al;
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AA4 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah I'r,rsat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tatrun 2OA4 Nomor L26, Tambatran Iembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 44381;

11. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pqiak

Daeratr dan Retribusi Daeratr ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 13O, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5Oa9);

12. Undang-undang Nomor 12 Tahun zOLl tentang
Pembenttrkan Peraturan Perundang-undangan(Iembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

523a\
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

DPRD (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor 9O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 44L61 sebagaimana telah diubatr beberapa kali,
terakhir dengan Perahrran Pemerintatr 2l Tahun 2OO7

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a7LZl;

14. Perahrran Pernerintatr Nomor 23 ?ahun 2OOS tentang
Pengelol,aan Ker.rangan Badan Layanan Umum (lrmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

45021 telah diubah dengan kraturart
Pemerintatr Nomor 74 Tahun 2OL2 (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun AOLZ Nomor L7l, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53aO);



15. Perahrran Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO5 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a575);

16. Perahrran Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OOS tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Iembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OOS Nomor 138, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 45761 sebagaimana t€latr

diubah dengian Paraturan Pemerintatr Nomor 65 Tahun 2O1O

(Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AlO Nomor

11O, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

s 155);

17. Perahrran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OOS tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 20OS Nomor l4O, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor a578);

18. Perahrran Pemerintah Nomor 79 Tatrun 2OO5 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OOS Nomor 1.65, Tambatran kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor a593);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 20016 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2006 Nomor

25, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

+6tah
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOT tentang

Pembagian Unrsan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintatran Daerah Propihsi, dan Pemerintatran Daerah

Kabupaten /Kota (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OOZ Nomor 82, Tambahan Lerrrh.ran Negara

Republik Indonesia Nomor 47371;

21. Perattrran Pemerintatr Nomor 4L Tahun z0o7 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOT Nomor 89, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 474t1;
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22. Peratreran Pemerintah Nomor 5 Tahun 2OO9 tentang

Banhran Keuangan Kepada Partai Politik { Iembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2AO9 Nomor 18, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a9721;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tatrun 2O1O tentang Tata

cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 119, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

24. Perahrran Pemerintatr Nomor 7l Tatrun 2O1O tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor t23, Tambahan

Irmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 5165];

25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang

Pir{aman Daerah (I"embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 20ll Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 52L91;

26. Peraflrran Pemerintah Nomor 2 Tahun 2AL2 tentang Hibafr

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2

Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 52721;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah dubah terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tatrun 2OLl;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 20@

tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggar:an

Datam APBD, Pengafuan, Pengeluaran Dan Laporan

Pertanggungiawaban Penggunaan Bantuan Partai Politik;

29. Perahrran Menteri Datam Negeri Nomor g2 Tahun 2OtL
tentang Homan Femberian Hibah Dan Bantuan Sosial

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah sebagaimana telah diubatr dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2Al2;
30. Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun zOLz

tentang Pedoman Pen5rusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O13;



31. Perattrran Daeratr Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (t embaran

Daeratr Tahun 2006 Seri A tanggal 19 Desember 20,06 Nomor

SlAl sebagaimana telah diubah dengan Perahrran Daeratr

Kota Kediri Nomor 1O Tahun 2AOT firmbaran Daerah Kota

Kediri Tahun 2AO7 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah

Nomor 1O);

32. Perahrran Daemtr Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2OOB tentang

Unrsan Pemerintahan Kota Kediri;

33. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 24 Tahule 2OOg tentang

Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kota Kediri Tatrun 2OLG2OL4;

34. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2OlA tentang

Pajak Daerah Kota Kediri;

35. Perattrran Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2O1O tentang

Retribusi dan Ijin Mendirikan Bangunan;

36. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun zOtO tentang

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;

37. Peraturan Daeratr Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2AL2 tentang

Angganan Pendapatan dan Bela4ia Daerah Tahun Anggaran

20L2;

38. Perahrran Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2OL2 tentang
Retribusi Jasa Umum;

39. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tatrun 2Ol2 tentang

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi

Penggantian Biaya Cetak Iftrtu Tanda Penduduk dan Akte

Catatan Sipil;
40. Peraturan Daeratr Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2Al2 bntang

Retribusi Jasa Usaha;

41. Perattrran Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2Ot2 tentang

Retribusi Perizinan Tertenhr

ilEUIIIUSKAIT:

Menetapkan: PERATIIRAil WALIK(}TA TEXTATG PEIGGIIf,AAII

AtrGGANAT PEI|DAPA?AT DAIT BEI"AITJA DAENAII TAHI'T
AI|GGANAIT 2OI3.
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Fesal 1

Anggar:an Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2AI3 sebagai

berikut:
1. Pendapatan Daerah Rp. 834.551.422.292,47

2. Belanja Daerah Rlp. 923.2L7.374.O4O.73

Defisit Rp. {88.665.95L.7+8,261

3. PembiayaanDaerah:

a. Penerimaan Rp. 100.465.95L.748,26

b. Pengeluaran Rp. 11.8OO.OOO.OOO.OO -

Pembiayaan Netto Rp. 88.665.951.7a8.26

Sisa kbih Pembiayaan Anggaran Tahun

Berkenaan Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri

dari:
a. Pendapatan Asli Daeratr sejuml,ah Rp. 111.068,694.883,07

b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 581.3A9.73A.651,40

c. L,ain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah

Rp. 142. tZ Z.ggO.Z58,O0

(21 Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(l) huruf a
terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 26.5O1.643.709,84

b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 9.57O.283.47L,OO

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daeratr yang Dipisahkan sejumlah

Rp. 1.397 .499.790,84

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp.

73.599.267 .911,43

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pda ayat (1) huruf b terdiri

dari jenis pendapatan :

a. Dana BaSr Hasil PajaklBagl Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp.

90.513.867.651,40

b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. a9O.371.763.OOO,OO

c. Dana Alokasi Ktrusus sejumlah W. 424.IOO.OOO,O0

(41 Lain-Iain Pendapatan Daerah ytrLg Sah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:



.U

a. Dana Bagi Hasil Pqiat( dari Provinsi dan Pernerintatr Daerah I^ainnya

sejumlah R:p. 42.774.835.758,00

b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Ktrusus sejumlah Rp.

71.136.871.000,00

c. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daeratr Lainnya

Rp.28.26I.29A.AAO,OO

Pasel I
(U Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdin dari:

a. Belaqia Tidak Iangsung sejumlah Rp. a8l .738.46.482,94

b. Belarrja Langsung sejumlah Rp. 441.478.907.557,79

(21 Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

terdiri dari jenis belartja:
\-- a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. a37.2O2.9LL.992,94

b. Belanja Hibah sejumlah Rp. 32.629.584.563,

c. Belanja Barrhran Sosial sejumtah Rp. 10.210.599.517,00

d. Belanja Banhran Keuangan kepada Provinsi I I(abupaten I Kota,

Pemerintatr Desa dan Partai Politik wjumlah Rp. 562.886.060,000

e. Belanja Tidak Terduga sejumtah Rp. 1.132.484.350,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (U huruf b terdiri dari

jenis belan$a :

a. Belanja Fegawai sejumlah Rp. 7O.830.606.298,31

b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 155.7O8.2L7.15O,OO

c. Belanja Modal sejumlah Rp. 214.940.084.109,48

Ptasal 4

(U Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri

dari:

a. Penerimaan sejumlatr Rp. 10O.2165 .951.748,26

b. Pengeluaran sejumlah Rp. I I.8OO.OOO.OOO,OO

l2l Penerimaan dimaksud pada ayaf- (U hurtrf a terdiri

dari jenis pembiayaan:

Sisa Lebih Perhitungan enggaran sebelumnya TSILPA) sejumlah

Rp. 1 OO.4 65.95 L.7 48,26

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (U huruf b terdiri dari
jenis pembiayaan :



a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah

Rp.2.0OO.OOO.OOO,OO

b. Pembayaran pokok hutang sejumlah Rp.9.SOO.OOO.OOO,OO

Pesal 5

Uraian lebih lanjut Angaran Pendapatan dan Belar{a Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal L, tercantum dalam Lampiran yang

merupalcan bagian yang tidak terpisahkan dari Ferahrran Daerah ini, terdiri

dari:

1. Lampimn I Ringkasan APBD;

2. Lampiran II Ringkasan APBD menunrt Unrsan Pemerintahan Daerah
dan Organisasi SKPD;

3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja, dan Pembiaynn;

4. Lampiran IV Rekapihrlasi Belarrja menurut Umsan Pernerintahan
Daeratr, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapihrlasi Belanja Daeratr unhrk Keselar:asan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per-Golongan dan Per-Jabatan;

7. Lampiran MI Daftar Piutang Daerah;

8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
Tetap Daeratr;

10. Lampiran X Daftar Ferkiraan Fenarrbatran dan Fengurangan Aset
I^ain-lain;

I 1. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya
yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam
tahun anggaran ini;

L2. Lampiran )OI Daftar Dana Cadangan Daeratr; dan

Parat 6
Pengeluaran setinggi-tingginya unhrk keperluan setiap bulan diprioritaskan
untuk belanja ytrtg bersifat mengikat dan belanja lxang bersifat wqiib.

Perel7
Parahrran Walikota ini berlaku sampi dengan ditetapkann3.a Paraturan
Daeratr Kota Kediri tentang Anggaran Pendapatan dan Belar{a Daeratr Tatrun

Anggaran 2Ol3 dan Peraftrran lValikota Kediri tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.



Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlahr setelah mendapatkan pengesatran dari

Gubernur Jawa Timur dan diundangkan dalam Berita Daerah.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perattrran

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri

Ditetapkan di Kediri

Pada tanggal $- n - 2ot2

4.,4 WALIKOTA KEDIRI,

Diundangt<an di Kediri

Pada tanggal i8 - tz - 2A72

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ITAITY'UDI

KOTA KEDIRI TAHUN 2OL2 NOMOR 9I


